BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR /"4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dengan memperhatikan Indeks harga dan
perkembangan perekonomian di Kabupaten
Mempawah, perlu adanya perubahan besaran tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, perubahan tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5025},



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republikn Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5679),

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republikn Indonesia
Nomor 6398);



Menetapkan

1

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan
kepada Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat Il
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3410);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63
Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik
Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta
Komponen-Komponennya;

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor SK. 2874 / AJ.402 / DRJD /2017 tentang
Pedoman Teknis Buku Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Pera-
turan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK 2922 /AJ 402/DRDJ/2018;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dengan Peraturan Bupati ini, tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor sebagaimana terdapat dalam Pasal (10) Peraturan Daerah
Npmor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
diubah menjadi;

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagai berikut:

a. Uji awal / Uji Pertama (Baru)

No Jenis Kendaraan Tazif Retribuat
(Rp)
1. | JBB 0 s/d 2500 100.000,-
2. | JBB 2501 s/d 8000 120.000,-
3. | JBB 8001 s/d 20.000 175.000,-
4. | JBB 20.001 Keatas 200.000,-
b. Uji Berkala
No Jenis Kendaraan Tarif retribusi
(Rp)
1. | JBB 0 s/d 2500 80.000,-
2. | JBB 2501 s/d 8000 100.000,-
3. | JBB 8001 s/d 20.000 150.000,-
4. | JBB 20.001 Keatas 175.000,-

c. Uji Penghapusan/Perubahan Bentuk/Modifikasi Kendaraan
Kendaraan Bermotor

No Jenis Kendaraan Biaya

1. | Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Rp. 75.000

2. | Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Rp. 100.000
Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam)

3. Keatas Rp. 150.000

d. Penggantian Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Rp. 25.000,-
e. Penggantian Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) akibat hilang/rusak
Rp. 100.000,-



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berta Daerah

Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal %0-12-202

(V*BUPATI MPAWAH//_

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal . 3012 - 202.0 ) INA

---------------
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JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWA/
TAHUN 22222 NomoR .. 74



